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Jakarta, 15 April 2019 — Dua hari sebelum penyelenggaraan Pemilihan Umum 2019 (17/4),
Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang Pengucapan Putusan terhadap
permohonan Pengujian UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), pada
Senin (15/4), pukul 10.30 WIB. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 21/PUU-
XVII/2019 ini diajukan oleh seorang advokat bernama Petrus Bala Pattayona.

Petrus menguji Pasal 458 ayat (6) UU Pemilu yang menyebutkan “Penyelenggara Pemilu yang
diadukan harus datang sendiri dan tidak dapat menguasakan kepada orang lain”. Pasal tersebut
dinilai Petrus mengakibatkannya tidak dapat menjalankan pekerjaan, kehilangan hak untuk
mendapat imbalan atau pekerjaan atau penghasilan dan perlakuan yang adil serta hak atas
pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum dalam menjalankan hak dan kewajiban
Pemohon sebagai Kuasa Hukum. Melalui permohonannya, diketahui bahwa bantuan hukum
Petrus ditolak saat mendampingi klien dalam persidangan di Dewan Kehormatan Penyelenggara
Pemilu (DKPP). Petrus mengharapkan dengan adanya tafsiran dari MK, advokat tidak lagi
menjumpai kendala pembatasan oleh karena frasa “dan tidak dapat menguasakan kepada orang

lain” yang tertuang dalam pasal tersebut.

Pada sidang Pemeriksaan Pendahuluan Kamis (14/3), Hakim Konstitusi Saldi Isra meminta
Pemohon memperjelas kerugian konstitusional yang dialaminya. Menurut Saldi, Pemohon sebatas
memberi gambaran peristiwa konkret yang hanya menimpa dirinya selaku advokat. Berkaitan
dengan hal tersebut, Hakim Konstitusi | Dewa Gede Palguna meminta Pemohon memperjelas
kerugian konstitusional yang dialaminya; apakah bersifat perseorangan warga negara atau dialami

oleh seluruh advokat.

Sementara itu, Hakim Konstitusi Arief Hidayat meminta Pemohon menjelaskan alasan advokat
dapat mendampingi dalam perkara etik sebab menurut Arief perkara yang diajukan ke DKPP

adalah perkara etik (sehingga bukan menjadi ranah advokat).

Sebelum diputus, MK telah menggelar sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada Kamis (14/3) dan

sidang Perbaikan Permohonan pada Rabu (27/3) lalu. (Tiara/Raisa)
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